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Gita Auliya Mulyadi
ABSTRAK
Gita Auliya Mulyadi, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib PBJT Restoran Kota Bontang. Dibimbing Oleh Bapak Muhammad Abadan Syakura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib PBJT restoran Kota Bontang. Populasi penelitian ini adalah wajib PBJT restoran Kota bontang. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 75 responden yang merupakan wajib PBJT restoran di Kota Bontang dipilih dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner. Jawaban kuesioner dianalisis menggunakan metode PLS-SEM dengan software SmartPLS 4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran.
Kata Kunci: Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib PBJT Restoran




ABSTRACT
Gita Auliya Mulyadi, The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness on the Compliance of Restaurant PBJT Taxpayers in Bontang City. Supervised by Mr. Muhammad Abadan Syakura. This study aims to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on the compliance of restaurant PBJT taxpayers in Bontang City. The population of this study consists of restaurant PBJT taxpayers in Bontang City. The sample used in this research includes 75 respondents who are restaurant PBJT taxpayers in Bontang City, selected using the Accidental Sampling method. This research employs a quantitative approach by distributing questionnaires. The questionnaire responses were analyzed using the PLS-SEM method with SmartPLS 4 software. The results of this study indicate that tax knowledge and taxpayer awareness have a significant and positive effect on the compliance of restaurant PBJT taxpayers, while tax sanctions have no significant effect on their compliance.
Keywords: Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Restaurant PBJT Taxpayer Compliance
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pajak menjadi salah satu kontribusi wajib yang dibayarkan wajib pajak dalam melakukan ketaatan pada negara. Pajak dibayarkan langsung oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembagian pajak menurut pemungutan pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berupa pajak penghasilan (PPH) dan pajak penambahan nilai (PPN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak bagi daerah bertujuan sebagai sumber pendapatan yang utama dan sebagai alat pengatur yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah Gunawan et al (2022). Sebagai pendukung pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pajak daerah juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian, seperti dalam regulasi penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pajak dipungut secara adil, transparan, dan tidak membebani masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah. (Kader et al,. 2023)
Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Terdapat tujuh jenis pajak provinsi yang sesuai menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari empat jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan tiga jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Sedangkan terdapat sembilan jenis pajak untuk pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari lima jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penetapan kepala daerah dan empat jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. (Eunike et al,. 2022).
Adapun beberapa jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2021 salah satu nya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Objek dari PBJT salah satunya adalah PBJT makan atau minum. Kota Bontang mempunyai jumlah PBJT makan atau minum cukup banyak dibandingkan dengan PBJT lainnya. Banyaknya PBJT makan atau minum di Kota Bontang tentu akan meningkatkan pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.
PBJT makan atau minum terdiri dari PBJT restoran dan PBJT penyedia jasa boga dan katering. PBJT restoran sendiri menjadi kekhawatiran bagi daerah jika dibandingkan dengan PBJT penyedia jasa boga dan katering, karena tingkat kepatuhan para wajib PBJT restoran masih tergolong rendah. Kekhawatiran tersebut akan menjadi permasalahan yang diakibatkan karena tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih terbatas mengenai ketentuan pepajakan daerah. Selain itu, efektivitas penerapan sanksi pajak juga berperan penting untuk mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak yang tinggi menjadi hal yang penting untuk bisa tercapainya wajib pajak yang patuh dalam pembayaran kawajiban perpajakannya (Hilaliyah 2022).
[bookmark: _Hlk211507211]Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBJT Makan atau Minum 
	Tahun
	Subjek Rincian Objek
	Target Penerimaan (Rp)
	Realisasi Penerimaan (RP)
	Persentase (%)

	2020
	PBJT Restoran
	2.977.500,000
	2.763.991.767
	93%

	
	PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering 
	3.850.000.000
	5.154.656.712,20
	134%

	
	Total
	6.827.500.000
	7.918.648.509,20
	116%

	2021
	PBJT Restoran
	2.977.500.000,00
	3.140.644.680,30
	105%

	
	PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering 
	7.000.000.000,00
	6.990.889.335,60
	100%

	
	Total
	9.977.500.000,00
	10.131.534.015,90
	102%

	2022
	PBJT Restoran
	4.600.756.000,00
	4.829.417.801,10
	105%

	
	PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering 
	6.801.487.000,00
	8.862.211.491,40
	130%

	
	Total
	11.402.243.000,00
	13.691.683.292,50
	120%

	2023
	PBJT Restoran
	8.611.408.380,00
	7.362.547.883,10
	85%

	
	PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering 
	5.015.722.620,00
	12.753.504.622,82
	254%

	
	Total
	13.627.131.000,00
	20.116.052.505,91
	148%


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 1.1 Sambungan
	2024
	PBJT Restoran
	15.888.388.380,00
	12.138.687.287,00
	76%

	
	PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering
	6.078.843.858,00
	15.271.042.686,00
	251%

	
	Total
	21.967.232.238,00
	27.409.729.973,00
	125%


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang,2024
Tabel 1.1 target realisasi penerimaan PBJT makan atau minum Kota Bontang mencerminkan realisasi selalu dapat memenuhi dari target penerimaan. Pada data tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan PBJT restoran memenuhi target penerimaan, dan data  tahun 2020,2023 dan 2024 realisasi penerimaan PBJT restoran tidak memenuhi target penerimaan. Sedangkan pada data PBJT penyedia jasa boga dan katering realisasi penerimaan memenuhi target penerimaan setiap tahun. Walaupun persertase PBJT makan atau minum melebihi 100%, tetapi PBJT restoran terbukti belum memenuhi target penerimaan.
Berdasarkan data yang didapat dari Bapenda Kota Bontang, menunjukan baiknya pengelolaan pemungutan PBJT makan atau minum yang dilakukan. Akan tetapi besarnya realisasi penerimaan PBJT makan atau minum tidak menjamin kepatuhan wajib PBJT. Karena faktanya terdapat realisasi PBJT restoran yang belum memenuhi target yang ditentukan. Hal ini menyatakan bahwa penerimaan PBJT makan atau minum belum optimal salah satunya oleh kepatuhan wajib PBJT makan atau minum yang perlu ditingkatkan. 
Menurut data dari Bapenda Kota Bontang kontribusi PBJT restoran terhadap realisasi PBJT makan atau minum dari tahun 2020 sampai 2024 tidak melebihi 50%. Dengan demikian dapat dilihat dari realisasi PBJT makan atau minum pada tahun 2020 – 2024 yang di sajikan tabel 1.1.
Berdasarkan  tabel 1.1 rendahnya tingkat kepatuhan wajib PBJT makan dan minum Kota Bontang dapat dilihat dari realisasi penerimaan pada PBJ restoran Kota bontang dari tahun ke tahun tidak mencapai target. Serta diikuti dengan tumbuhnya wajib PBJT restoran di Kota Bontang dari tahun 2020 – 2024 pada tabel 1.2 yang selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu meningkatnya wajib PBJT restoran tidak serta dengan meningkatnya kepatuhan wajib PBJT. Oleh karena itu, mencerminkan bahwa meningkatnya wajib pajak belum tentu patuh terhadap pembayaran pajak.
[bookmark: _Hlk211507287]	Tabel 1.2 Data Pertumbuhan Wajib PBJT Restoran
	Tahun
	Jumlah Wajib PBJT Restoran
	Jumlah Pertumbuhan Wajib PBJT Restoran

	2020
	118
	-

	2021
	131
	13

	2022
	170
	39

	2023
	181
	11

	2024
	204
	23


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang,2024
Setiap daerah memiliki masalah, salah satu masalah adalah kepatuhan pada wajib pajak, masalah ini dapat dilihat dari laporan keuangan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 dengan kriteria seperti tepat waktu dalam mengirimkan SPTD, tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum, dan memiliki pelaporan keuangan yang baik. (Zulma, 2020).  Dengan demikian dapat diliat dari data kepatuhan wajib PBJT Restoran yang disajikan tabel 1.3 pada tahun 2020 – 2024.


Tabel 1.3 Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran
	Tahun
	Jumlah SKPD yang Harus Terbit
	Jumlah SKPD yang Terbit
	(%)
	Kategori Kepatuhan

	2020
	1.332
	909
	68,24%
	Kurang Patuh

	2021
	1.475
	835
	56,61%
	Tidak Patuh

	2022
	1.762
	1.230
	69,81%
	Kurang Patuh

	2023
	2.156
	1.230
	57,05%
	Tidak Patuh

	2024
	2.359
	1.995
	84,57%
	Cukup Patuh


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang,2024
	Berdasarkan tabel 1.3 rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBJT restoran Kota Bontang dari SKPD yang terbit tidak mencapai jumlah SKPD yang harus terbit. Hal ini menimbulkan permasalahan dengan tidak tercapainya jumlah SKPD yang harus terbit tanda nya tidak patuhnya wajib pajak PBJT restoran terhadap pembayaran pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan undang-undang yang telah berlaku Nugroho (2020). Perilaku yang dimaksud dalam hal ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan pada pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain sanksi pajak.
Salah satu diantara faktor internal ada faktor yang memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah bagian yang penting untuk wajib pajak mengetahui kewajibannya seperti membayar pajak terutang. Wajib pajak yang mampu memahami pengetahuan pajak dapat digunakan untuk mengambil keputusan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Menurut hasil penelitian dari Gunawan et al., (2022), Oliviandy et al., (2021), dan Sunanta & Leonardo (2021) menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain pengetahuan perpajakan, faktor internal lainnya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran dari wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingginya kesadaran ini dapat mencerminkan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya sistem perpajakan di Indonesia yaitu, self assessment system meningkatkan kepatuhan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang ada. Menurut hasil penelitian dari Hidayat et al., (2025) dan Kartini & Suardana (2017) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Faktor eksternal yang memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah bentuk hukuman dari ketidakpatuhan karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan. Untuk menghindari wajib pajak yang tidak memperdulikan aturan perpajakan sanksi pajak menjadi peran penting untuk mencegah  kecurangan  pajak  dan  menjadi  alat  pencegahan  ketidakpatuhan  wajib  pajak.
Penerapan sanksi pajak yang merugikan wajib pajak akan membuat wajib pajak akan patuh terhadap perpajakannya. Menurut hasil penelitian dari Islamiya & Subardjo (2020) dan Siamena et al., (2023) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan pajak yang dipahami oleh wajib pajak di Kota Bontang termasuk rendah, sehingga menyebabkan tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1. Berbagai macam cara telah dilakukan pemerintah Kota Bontang yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu, seperti dilakukannya penegakan hukum dengan memberikan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari pemilihan objek penelitian yaitu pada penelitian Mumu et al., (2020) memilih objek penelitian pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa dan pada penelitian Winasari (2020) memilih objek pajak kendaraan bermotor Kabupaten Subang. Sedangkan pada penelitian ini akan memilih objek PBJT restoran di Kota Bontang.
Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PBJT Restoran Kota Bontang.”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalah yaitu:
1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran?
2. Apakah sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran?
3. Apakah kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak PBJT restoran?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran di Kota Bontang.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran di Kota Bontang.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran  di Kota Bontang.
1.4. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang, maka manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pembuktian berlakunya teori yang digunakan penelitian ini, yakni teori atribusi dengan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak pada wajib pajak PBJT restoran.
2. Manfaat Praktis
Bagi Bapenda Kota Bontang 

36
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bapenda Kota Bontang dalam memperkuat dan memberikan evaluasi terhadap faktor dalam permasalahan kepatuhan wajib pajak PBJT restoran. 
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Atribusi
Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang tentang bagaimana mengetahui penyebab dan motif perilaku seseorang. Teori ini berfokus bagaimana menjelaskan perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan apakah dari internal misalnya dari sifat, karakter dan lain-lain maupun eksternal misalnya adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu tersebut.
Penelitian ini memerlukan penggunaan teori atribusi, karena teori ini dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teori ini memberikan atribusi dan memperhatikan bagaimana individu menafsirkan terhadap tiga faktor utama yang disebut dalam judul, yaitu pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran pada wajib pajak .
Pengetahuan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang, misalnya seseorang yang memiliki pengetahuan baik tentang kewajiban membayar pajak mungkin akan lebih patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu. Penerapan pada sanksi pajak yaitu denda atau hukum yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya seseorang mungkin memiliki kepatuhan mereka dengan tingkat ketaatan atau konsisten dalam penerapan sanksi pajak oleh otoritas pajak. Kesadaran pada wajib pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakan.
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran
Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat waktu, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo dalam pembayaran pajak (Gunawan et al., 2022)
Kepatuhan wajib PBJT restoran sangat penting untuk meningkatkan hasil penerimaan dari PBJT restoran karena hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk insfrastruktur daerah. Kepatuhan wajib PBJT restoran adalah suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat diindetifikasi melalui mendaftarkan diri menjadi wajib pajak hingga menyetorkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) Hilaliyah (2022). Adapun jenis – jenis kepatuhan pajak menurut Resmi (2019) adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan Formal
Suatu kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ditetapkan. Misalnya melaporkan SPTD dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan Material
Suatu kondisi wajib pajak memenuhi substantive atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni peraturan perpajakan. Misalnya wajib pajak mengisi SPTD dengan benar dan tepat.
Adapun indikator dalam kepatuhan wajib pajak menurut Cahyidi (2021) sebagai berikut:
1. Memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.
2. Tidak pernah dikenakan sanksi karena tidak membayar pajak tepat waktu.
3. Informasi lengkap tentang persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bayar pajak sesuai waktu yang diberikan.
Indikator Kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu menurut Fajar et al., (2025) sebagai berikut: 
1. Kepatuhan wajib pajak telah mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan (memiliki NPWPD atau identitas perpajakan daerah)
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan membayaran.
2.1.3. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan
sistem perpajakan  memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT tepat waktu. Selain itu banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar SPT (Sunanta & Leonardo 2021).
Pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Apabila pengetahuan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan tinggi maka kepatahuhan wajib pajak akan meningkatkan Febtrina et al., (2022). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan siistem perpajakanBerdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak yaitu informasi tentang pajak yang harus dipahami oleh wajib pajak terkait peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak dan kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.
Indikator dalam pengetahuan pajak menurut Mulyati & Ismanto (2021) sebagai berikut :
1. Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
Adapun indikator dalam pengetahuan pajak menurut Wardani & Asis (2017) sebagai berikut:
1. Mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur dalam membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak jika tidak membayar pajak.
4. Mengetahui lokasi untuk membayar pajak.
2.1.4. Sanksi Pajak
Sanksi pajak menjadi penegakan hukum dalam perpajakan agar tegaknya dan berfungsinya hukum perpajakan dalam melaksanakan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undagan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi  (Supriatiningsih & Jamil 2021). 
Indikator sanksi perpajakan diambil dari penelitian Madiasmo (2016) sebagai berikut:
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib PBJT.
3. Sanksi pajak wajib dikenakan kepada pelanggarnya tanpa ada toleransi.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat adalah salah satu sarana untuk memdidik wajib PBJT.
Adapun indikator dalan sanksi perpajakan menurut Siamena et al., (2023) sebagai berikut:
1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib PBJT dalam memenuhi kewajiban.
2. Pengenaan sanksi seharusnya dilaksanakan dengan tegas kepada wajib PBJT yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib PBJT harus sesuai dengan besar kecil nya pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah dimana rasa yang timbul dalam wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan keadaan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran pajak merupakan sebuah itikad baik dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang ikhlas, wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak maka akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Gunawan et al,. (2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak suatu pemahaman wajib pajak pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan juga memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan daerah, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.
Indikator dalam kesadaran wajib PBJT menurut Irianto (2025:36) sebagai berikut :
1. Kesadaran pada wajib pajak PBJT ditetapkan dengan peraturan daerah dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa pajak PBJT merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan daerah.
3. Kesadaran bahwa penundaaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan daerah.
Adapun indikator dalam kesadaran wajib pajak PBJT menurut Cahyidi (2021) sebagai berikut:
1. Hak dan kewajiban pajak PBJT harus dipahami untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.
2. Kesediaan masyarakat untuk kepentingan daerah.
3. Motivasi diri untuk secara sukarela membayar pajak.
2.2. Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang perlu dikemukakan. Berikut ini penulisan memberikan tabel yang merangkum beberapa penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut :
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	Nama
Peneliti
	Variabel
Penelitian
	Hasil Penelitian

	Jaya & Jati (2016)
	Independen: 
Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemerikasaan

	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.


Tabel 2.1 Sambungan
	Nama
Peneliti
	Variabel
Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	dan Sanksi Perpajakan
 Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
	

	Sunanta & Leonardo (2021)
	Independen:
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak 

Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan  pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Tegalangus.

	Hilaliyah (2022)
	Independen:
Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak
Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Febtrina et al., (2022)

	Independen: Pengaruh Pelaksanaan Sel Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan

Dependen:
Kepatuhan Wajib Restoran di Kota Padang
	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan self assessment system dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak restoran di Kota Padang.



Tabel 2.1 Sambungan
	Nama
Peneliti
	Variabel
Penelitian
	Hasil Penelitian

	Gunawan et al., (2023)

	Independen: Sosialisasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan  

Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Bandung  Pada MAsa Pandemi Covid-19
	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh sinifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, tidak terdapat pengaruh sinifikan kesadaran wajib pajak 
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, serta pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi parpajakan berpengruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib 
pajak hotel dan restoran.

	Samrin et al,. (2023)
	Independen: Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak

Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar 
	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh sinifikan penggunaan online sistem, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.



Sumber: Data Diolah (2025)
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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2.4. Pengembangan Hipotesis
2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran
Pengaruh pengetahuan perpajakan merupakan faktor krusial yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan, cara pelaporan perpajakan, dan sanksi atas ketidakpatuhan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya, sehingga mengurangi ketidaktahuan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Selain itu, teori atribusi menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal dari wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Dalam konteks perpajakan, individu yang memiliki wawasan yang cukup mengenai sistem perpajakan akan lebih sadar akan sanksi hukum dan manfaat dari kepatuhan pajak, sehingga meningkatkan motivasi untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya & jati (2016) Febtrina et al,. (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan postif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran.
H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran.

2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran
Sanksi pajak merupakan salah satu hukuman yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak. Dalam teori atribusi diterapkan secara konsisten, wajib pajak cenderung mengatribusikan kepatuhan mereka kepada faktor eksternal, yakni sanksi pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip teori atribusi bahwa wajib pajak akan berusaha menghindari sanksi negatif jika mereka percaya tindakan tertentu akan membawa hukuman yang pasti. Sebaliknya, jika sanksi pajak tidak efektif atau tidak diterapkan secara konsisten, wajib pajak mungkin akan mengatribusikan kepatuhan mereka pada faktor lain, seperti norma sosial atau kesadaran pribadi, yang dapat bervariasi antar wajib PBJT.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan adil akan meningkatkan kepatuhan wajib PBJT tenaga listrik karena mereka menghubungkan kepatuhan dengan faktor eksternal yang bersifat memaksa. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Dayanti et al,. (2023) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran.
H2: Pengaruh sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran.
2.4.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran
Kesadaran wajib pajak adalah faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat.  Wajib	 pajak  yang  memiliki  kesadaran  tinggi  akan  cenderung  memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa perlu paksaan dari otoritas pajak.
Menurut teori atribusi, ketika wajib pajak mengaitkan kepatuhan mereka dengan faktor internal seperti tanggung jawab, pemahaman akan manfaat pada pajak, serta kesadaran moral, maka wajib pajak akan lebih cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan tanpa perlu adanya tekanan dari eksternal. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melihat kepatuhan sebagai bentuk perilaku yang berasal dari keyakinan wajib pajak, bukan sekedar akibat dari ancaman sanksi atau peraturan pemerintah. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak rendah, wajib pajak mungkin akan lebih cenderung mengatribusikan kepatuhan mereka pada faktor eksternal, seperti sanksi pajak.
Dalam hal ini, kepatuhan yang ditunjukan bersifat terpaksa dan mungkin tidak berkelanjutan jika faktor eksternal tersebut melemah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak dapat memperkuat kepatuhan yang lebih berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al,. (2022) dan Sumrin et al., (2023) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT.
H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT restoran.
2.5. Model Penelitian	

[image: ]

Gambar 2.2 Model Penelitian
[bookmark: _Hlk211513858]Sumber: Data Diolah, 2025

	BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Definisi Operasional
3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran
[bookmark: _6z9jfhlg5nzb]Kepatuhan wajib pajak PBJT restoran didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian dan kepatuhan wajib pajak PBJT dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWPD atau identitas perpajakan daerah, kepatuhan dalam meloparkan kembali SPTPD, dan melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Kepatuhan yang tinggi menunjukan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan tanpa adanya paksaan atau sanksi pajak.
Indikator kepatuhan wajib pajak PBJT restoran diambil dari penelitian Cahyidi (2021) sebagai berikut: 
1. Memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.
2. Tidak pernah dikenakan sanksi karena tidak membayar pajak tepat waktu.
3. Informasi lengkap tentang persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bayar pajak sesuai waktu yang diberikan.
3.1.2. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai aturan,prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup wawasan tentang jenis-jenis PBJT, tata cara perhitungan PBJT, pembayaran PBJT, serta pelaporan PBJT, termasuk sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran pada wajib pajak PBJT. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak PBJT untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Indikator pengetahuan perpajakan diambil dari penelitian Wardani & Asis (2017) sebagai berikut:
1. Mengetahui fungsi dari PBJT.
2. Memahami prosedur dalam membayar PBJT.
3. Mengetahui sanksi pajak jika tidak membayar PBJT.
4. Mengetahui lokasi pembayaran PBJT.
3.1.3. Sanksi Pajak
Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu  sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi Supriatiningsih & Jamil (2021). 
Indikator pengetahuan perpajakan diambil dari penelitian Madiasmo dalam Fajar et al., (2025) sebagai berikut:
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib PBJT.
3. Sanksi pajak wajib dikenakan kepada pelanggarnya tanpa ada toleransi.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat adalah salah satu sarana untuk memdidik wajib PBJT.
3.1.4. Kesadaran Wajib PBJT
Kesadaran wajib PBJT adalah itikad baik seseorang untuk membayar kewajiban PBJT atas kesadaran diri sendiri dengan ikhlas dan tulus. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib PBJT, maka pelaksanaan kewajiban dan perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan.
Kesadaran wajib PBJT tidak hanya masalah teknis saja yang seperti pemungutan, tarif pajak, pemeriksaan teknis, dan penerapan sanksi sebagai bentuk pelaksanaan. Ketentuan peraturan daerah perpajakan, dan pelayanan kepada wajib PBJT sebagai pihak pemberi dana bagi daerah. Disamping itu, juga tergantung pada keinginan wajib PBJT sejauh mana mereka akan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang ada.
Indikator pengetahuan perpajakan diambil dari penelitian Irianto (2025:36) sebagai berikut :
1. Kesadaran pada wajib PBJT ditetapkan dengan peraturan daerah dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa PBJT merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan daerah.
3. Kesadaran bahwa penundaaan pembayaran PBJT dan pengurangan beban PBJT sangat merugikan daerah.



Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel
	No
	Variabel
	Indikator
	Pernyataan

	1
	Kepatuhan wajib PBJT tenaga listrik (Y)
	1. Kepatuhan wajib PBJT telah mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan (memiliki NPWPD atau identitas perpajakan daerah)
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan membayaran. 
	1. Wajib PBJT harus mendaftarkan diri dengan cara memiliki NPWPD atau indetitas perpajakan.
2. Wajib PBJT harus menyetorkan kembali SPTPD tepat waktu.
3. Wajib PBJT harus membayar pajak PBJT restoran sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
4. Wajib PBJT harusnya tidak memiliki tunggakan dan keterlambatan dalam membayar pajak PBJT restoran. 







	2
	Pengetahuan perpajakan ()
	1. Mengetahui fungsi dari PBJT.
2. Memahami prosedur dalam membayar PBJT.
3. Mengetahui sanksi pajak jika tidak membayar PBJT





	1. Wajib PBJT harus mengetahui bahwa PBJT digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.
2. Wajib PBJT harus memahami prosedur pembayaran pajak PBJT restoran.
3. Wajib PBJT harus mengetahui sanksi yang dikenakan jika saya tidak membayar pajak PBJT restoran.
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Tabel 3.1 Sambungan
	No
	Variabel
	Indikator
	Pernyataan

	2
	Pengetahuan perpajakan ()
	4. Mengetahui lokasi pembayaran PBJT.

	4. Wajib PBJT harus mengetahui tempat/lokasi pembayaran pajak PBJTrestoran.

	3
	Sanksi pajak ()
	1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib PBJT.
3. Sanksi pajak wajib dikenakan kepada pelanggarnya tanpa ada toleransi.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat adalah salah satu sarana untuk memdidik wajib PBJT.

	1. Wajib PBJT menyadari bahwa keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak akan dikenai sanksi.
2. Wajib PBJT merasa sanksi yang digunakan akan meningjat kan kepatuhan wajib pajak PBJT restoran.
3. Penerapan sanksi pajak terhadap pelanggaran wajib pajak seharusnya dilakukan tegas tanpa adanya toleransi.
4. Sanksi yang cukup berat akan menjadi salah satu cara mendidik saya untuk tidak melanggar pajak PBJT restoran.

	4
	kesadaran wajib pajak ()
	1. Kesadaran pada wajib PBJT ditetapkan dengan undang-undang peraturan daerah dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa PBJT merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan daerah.

	1. Wajib PBJT harusnya sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang diatur peraturan daerah.
2. Wajib PBJT harusnya sadar bahwa pajak PBJt restoran penting dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Wajib PBJT harusnya sadar bahwa menunda atau mengurangi kewajiban pajak PBJT restoran merugikan daerah.
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Tabel 3.1 Sambungan
	NO
	Variabel
	Indikator
	Pernyataan

	
	
	3. Kesadaran bahwa penundaaan pembayaran PBJT dan pengurangan beban PBJT sangat merugikan daerah.
	


Sumber : Data diolah dari indikator variabel, 2025
3.2. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini merujuk pada wajib pajak barang dan jasa tertentu yang berada di Kota Bontang. Objek PBJT restoran keseluruhan mencapai 204 wajib PBJT yang terdaftar di Bapenda Kota Bontang. Objeknya adalah wajib pajak barang dan jasa tertentu restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Bontang. Penelitiaan ini menggunakan teknik sampling yang dikenal dengan accidental sampling yang digunakan untuk menentukan sampel yang ada. Dikarenakan jumlah populasi penelitian yang diketahui maka menggunakan rumus slovin untuk mengetahui jumplah sampel sebagi berikut:

Keterangan:
n : Total sampel
N : Jumlah populasi
e : Tingkat kesalahan (Ditetapkann pada peneilitan ini sebesar 10%
	berdasarkan perhitungan diatas maka menunjukan sampel yang digunakan adalah minimal 67 sampel.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dan mengumpulkan data denga cara melakukan survei kepada wajib pajak barang dan jasa tertentu restoran serta penyebaran kuesioner terhadap reponden yang merupakan wajib pajak barang dan jasa tertentu restoran yang berada di Kota Bontang
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Kuesioner adalah teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Juga memperoleh informasi dari responden, penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara penyebaran kuesioner dengan pernyataan untuk memperoleh data dari sumbernya.
Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 15 pernyataan yang berasal dari indikator pengetahuan perpajakan (4), sanksi pajak (4), kesadaran wajib pajak (3) dan kepatuhan wajib pajak (4). Untuk memperoleh jawaban pernyataan ini menggunakan skala likert dengan memberikan skor 1 sampai 5 dengan keterangan seperti tabel 3.2 sebagai berikut:
Tabel 3.2 Skala Likert
	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Tidak Setuju
	1

	Tidak Setuju
	2

	Netral
	3

	Setuju
	4

	Sangat Setuju
	5


3.5. Pilot Test
Pilot test digunakan untuk uji coba awal yang dilakukan responden sebelum penelitian utama. Responden diharapkan untuk memberikan umpan balik mengenai kuesioner yang telah disebarkan, apabila pernyataan yang salah dan perlu diperbaiki. Responden yang diperlukan dalam pilot test sebanyak 30 responden yang terdiri dari mahasiswa yang menempuh studi perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang terlibat dalam penyebaran kuesioner tahap pilot test.
3.5.1. Uji Validitas Konvergen
Penelitian ini menggunakan uji validitas untuk menguji seberapa besar hubungan besar hubungan konstruk dengan variabel laten. Uji validitas memiliki dua jenis yang dapat dinilai berdasarkan outer loading, yaitu hubungan antar setiap item pengukuran dengan konstruknya. Jenis validitas mempunyai dasar bahwa pengukur konstruk harus memiliki nilai yang tinggi. Jika korelasi sudah memenuhi syarat validitas konvergen jika memiliki nilai outer loading > 0,70.
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas
	
	Pengetahuan Perpajakan
	Sanksi Pajak
	Kesadaran Wajib Pajak
	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran

	
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0,849
	
	
	

	X1.2
X1.3
	0,890
0,887
	
	
	

	
	
	
	
	

	X1.4
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X3.1
X3.2
	0,855

	
0.836
0.838
0,866
0.821
	





 


Tabel 3.3 Sambungan
	
	Pengetahuan Perpajakan
	Sanksi Pajak
	Kesadaran Wajib Pajak
	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran

	
	X1
	X2
	X3
	Y

	X3.3
	

	

	       0.724
	

	Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
	
	

	



	0.762
0.880
0.835
0,696


Sumber: Olah Data SmartPLS4
	Berdasarkan hasil tabel pada 3.3 indikator dengan nilai >0,7 menunjukan validitas yang kuat, sedangkan <0,7 masih dalam dipertimbangkan jika nilai AVE memenuhi syarat.
3.5.2. Validitas Diskriminan
Penelitian ini menggunakan validitas diskriminan untuk menilai apakah indikator yang digunakan sebagai instrumen pengukuran variabel penelitian ini menghasilkan hasil yang baik  dengan cross loading yang lebih besar dari 0,70. Berikut hasil validitas diskeiminan dan nilai cross loading disetiap variabel penelitian ini:
[bookmark: _Hlk211507722]Tabel 3.4 Hasil Validitas Diskriminan – Cross Loading
	
	Pengetahuan Perpajakan
	Sanksi Pajak
	Kesadaran Wajib Pajak
	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran

	X1.1
	0,849
	0,297
	0,263
	0,243

	X1.2
	0,890
	0,347
	0,341
	0,261

	X1.3
	0,760
	0,222
	0,351
	0,187

	X1.4
	0,855
	0,258
	0,272
	0,391

	X2.1
	0,522
	0,825
	0,639
	0,534

	X2.2
	0,191
	0,740
	0,435
	0,355


Disambung ke Halaman Berikutnya


Tabel 3.4 Sambungan
	
	Pengetahuan Perpajakan
	Sanksi pajak
	Kesadaran Wajib Pajak
	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran

	X2.3
	-0,099
	0,818
	0,186
	0,272

	X2.4
	0,202
	0,863
	0,621
	0,544

	X3.1
	0,292
	0,718
	0,845
	0,518

	X3.1
	0,525
	0,282
	0,813
	0,460

	X3.3
	0,597
	0,382
	0,889
	0,590

	Y.1
	0,223
	0,187
	-0,068
	0,735

	Y.2
	0,398
	0,312
	0,326
	0,737

	Y.3
	0,519
	0,584
	0,308
	0,729

	Y.4
	0,486
	0,567
	0,301
	0,839

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber: Olah Data SmartPLS4
	Berdasarkan hasil analis data pada tabel 3.4 diatas menunjukan bahwa setiap nilai indikator dari variabel penelitian ini memiliki rata-rata diatas 0,70 yang menunjukan pengukuran yang baik disetiap variabel yang akan diteliti.
3.5.3. Composite Reability
	Composite Reability bertjuan untuk menilai indikator dalam suatu konstruk memberikan hasil yang konsisten dengan melihat nilai loading faktor dalam pengukuran variabel. Composite Reability berfokus pada masalah pengukuran dan hasilnya. Berikut hasil nilai composite reability dari setiap indikator variabel dalam penelitian ini:
Tabel 3.5 Construct Reability and Validitiy - Overview
	Variabel
	Cronbach’s alpha
	Composite reability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Average variance extracted (AVE)

	Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran (Y)
	0,925
	0,715
	0,797
	0,760

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	0,807
	0,813
	0,886
	0,722

	Pengetahuan Perpajakan (X2)
	0,775
	0,856
	0,858
	0,615

	Sanksi Pajak(X3)
	0,825
	0,758
	0,810
	0,526


Sumber: Olah data SmartPLS4
	Berdasarkan data pada tabel 3.5, composite reability dan cronbach’s alpha untuk seluruh variabel memiliki angka 0,7. Hal ini menunjukan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki tingkat knsistensi internal yang baik. 
3.6. Teknik Analisis Data
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif
Metode statistik yang digunakan untuk menggambar atau merangkum data tanpa membuat kesimpulan lebih lanjut. Tujuan teknik ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik suatu dataset melalui ukuran seperti mean, median, modus, serta distribusi frekuensi. Selain itu, analisis deskriptif juga mencakup visualisasi data menggunakan tabel, diagram, atau grafik agar informasi lebih mudah dipahami. Dengan melakukan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola, tren, atau penyebaran data berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau penelitian lanjutan.
3.6.2. Alat Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode Partial Least Square (PLS). Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis data berbasis persamaan struktural (SEM) yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten. Metode ini bekerja dengan mengoptimalkan varians yang dijelaskan dalam variabel dependen melalui pendekatan regresi berganda. Melalui dua tahapan yang dilakukan pada evaluasi model pada PLS-SEM, yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

3.6.2.1. Model Pengukuran (Outer Model)
Model ini memiliki Bungan antara variabel laten dengan indikator yang ada atau dapat dikatakan outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model dilakukan adalah:
a. Convergent Validity adalah loading faktor pada variabel laten dengan indikatornya. Nilai dari loading faktor dikatakan tinggi jika komponen atau indikator berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang akan diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan, loading factor 0,5 sampai 0,6 dianggap sudah mencukupi. (Ghozali, 2008).
b. Discriminants Validity merupakan nilai cross loading factor yang berguna untuk menentukan apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Nilai beban pada konstruk yang dituju harus lebih besar daripada nilai beban pada konstruksi lain.
c. Composite Reliability yaitu data yang memiliki composite reliability >0,8 (lebih dari 0,8) dapat dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi.
d. Average Variance Extracted (AVE), nilai yang diharapkan >0,5 (lebih dari 0,5)
3.6.2.2. Model Struktural (Inner Model)
Uji yang digunakan untuk indeks pengukuran hubungan antar variabel laten atau goodness of fit. Ada beberapa uji untuk model struktural sebagai berikut:
1. R- Square pada konstruk endogen. Nilai R-Square merupakan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Ghozali (2011) Nilai R-Square sebesar 0,67 (kuat), 0,33 (moderat) dan 0,19 (lemah).
2. Estimate for Path Coefficients adalah nilai koefisien jalur atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping.
3.6.2.3. Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh besar variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Kriteria hipotesis ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikan dan arah koefisien. Hipotesis bisa diterima jika nilai signifikan < 0,05 dan koefisien searah, sebaliknya hipotesis bisa ditolak jika nilai signifikan > 0,05 dan koefisien berlawanan dengan hipotesis

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Penelitian
      Responden penilitian ini merupakan wajib pajak restoran yang terdaftar pada Bapenda Kota Bontang. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 4 juli 2025 sampai 23 juli 2025. Berdasarkan total pengumpulan data, maka sampel yang diperoleh sebanyak 75 responden. Sebanyak 90 kuesioner yang telah disebar, terdapat 75 kuesioner kembali dan 15 kuesioner yang disebar tidak kembali.
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data
	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner yang disebar
	90

	Kuesioner yang kembali
	75

	Kuesioner tidak kembali
	15

	Kuesioner yang tidak dapat diolah
	0

	Kuesioner dapat diolah
	75


Sumber: Hasil Olah Data (2025)
4.1.1 Jenis Kelamin Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan  data yang didapat terdapat 75 wajib pajak restoran Kota Bontang, dapat dilihat responden laki-laki berjumlah 41 orang dengan persentase 55% dan perempuan berjumlah 34 orang dengan persentase 45%. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah responden terbanyak adalah lai-laki.
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	Laki-laki
	41
	55%

	Perempuan
	34
	45%

	Total
	75
	100%


Sumber: Hasil Olah Data (2025)

4.1.2 	Usia Responden
	Berdasarkan hasil pengumpulan  data yang didapat terdapat 75 wajib pajak restoran Kota Bontang, dapat diketahui jumlah usia responden dengan usia dibawah 25 tahun sebesar 1% , untuk usia 26-35 tahun sebesar 32% dan untuk usia diatas 36 tahun sebesar 67%. Dari hasil diatas menunjukan bahwa responden terbanyak pada usia diatas 36  tahun yaitu berjumlah 50 orang yang berarti usia tersebut berada pada kelompok produktif dalam menghasilkan pendapatan dengan cara melakukan usaha makanan.
Tabel 4.3 Usia Responden
	Usia
	Jumlah
	Persentase

	< 25 tahun
	1
	1%

	26-35 tahun
	24
	32%

	> 36 tahun
	50
	67%

	Total
	75
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
4.1.3 	Pendidikan Terakhir Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan  data yang didapat terdapat 75 wajib pajak restoran Kota Bontang, dapat dilihat bahwa jumlah responden untuk berpendidikan terakhir SMA/Sederajatnya sebesar 52%, Diploma sebesar 7% dan D4/S1/S2 sebesar 41%.
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah
	Persentase

	SMA/Sederajatnya
	39
	52%

	Diploma
	5
	7%

	D4/S1/S2
	31
	41%

	Total
	75
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
4.2	Analisis Statistik Deskriptif
	Analisis statistik deskriptif adalah gambaran data penelitian secara sederhana melalu nilai rata-rata, persentase, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari tanggapan wajib PBJT restoran. Analisis dilaksanakan dengan menggabungkan tanggapan wajib PBJT restoran dengan menggunakan indikator dalam survey.
4.2.1	Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib PBJT Restoran (Y)
	Variabel kepatuhan wajib PBJT restoran dinilai dari empat indikator dengan empat pernyataan. Penilaian dari variabel kepatuhan wajib PBJT restoran dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Deskriptif Kepatuhan Wajib PBJT Restoran
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y.1
	
	3
	10
	40
	22
	4,08

	Y.2
	1
	8
	9
	38
	19
	3,88

	Y.3
	2
	10
	13
	32
	18
	3,72

	Y.4
	3
	5
	13
	33
	21
	3,85


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
	Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.5 indikator kepatuhan wajib PBJT restoran menunjukan nilai rata-rata  Y.1 berjumlah 4,08. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib pajak setuju dengan mendaftarkan diri ke Bapenda dan memiliki NPWPD. Hasil nilai rata-rata Y.2 berjumlah 3,88. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib pajak restoran  menyetorkan kembali SPTPD tepat waktu. Hasil nilai rata-rata Y.3 berjumlah 3,72. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib pajak restoran mampu membayar pajak restoran sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. Hasil nilai rata-rata Y.4 berjumlah 3,85. Dengan hasil diatas bahwa wajib pajak restoran tidak memiliki tunggakan pajak apapun.
4.2.2	 Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X1)
	Variabel pengetahuan perpajakan dinilai dari tiga indikator dengan tiga pernyataan. Penilaian dari variabel kepatuhan wajib PBJT restoran dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	1
	2
	6
	45
	21
	4,10

	X1.2
	1
	3
	6
	43
	22
	4,12

	X1.3
	1
	5
	1
	40
	18
	3,92


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
	Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.6 indikator pengetahuan perpajakan menunjukan nilai rata-rata X1.1 berjumlah 4,10. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib pajak restoran mengetahui PBJT restoran digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Hasil rata-rata X1.2 berjumlah 4,12. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib pajak restoran memahami prosedur pembayaran PBJT restoran. Hasil rata-rata X1.3 berjumlah 3,92. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib pajak mengetahui akan dikenakan sanksi jika tidak membayar pbjt restoran.
4.2.3	Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X2)
Tabel 4.7 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X2)
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	0
	14
	15
	37
	9
	3,54

	X2.2
	2
	14
	17
	34
	8
	3,42

	X2.3
	5
	15
	23
	21
	11
	3,24

	X2.4
	6
	13
	26
	22
	8
	3,17


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.7 indikator sanksi pajak menunjukan nilai rata-rata X2.1 berjumlah 3,54. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib pajak restoran menyadari keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi. Hasil rata-rata X2.2 berjumlah 3,42. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib PBJT restoran merasa sanksi yang digunakan akan minangkatkan kepatuhan wajib PBJT restoran. Hasil rata-rata X2.3 berjumlah 3,24. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak terhadap perlanggaran wajib pajak harus dilakukan tegar tanpa adanya toleransi. Hasil rata-rata X2.4 berjumlah 3,17. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa sanksi yang cukup berat akan menjadi salah satu cara mendidik wajib PBJT restoran tidak melanggar pajak.
4.2.4	Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Tabel 4.8 Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	0
	2
	13
	47
	13
	3,94

	X3.2
	0
	4
	12
	44
	`15
	3,93

	X3.3
	2
	10
	15
	42
	6
	3,53


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.8 indikator kesadaraan wajib pajak menunjukan nilai rata-rata X3.1 berjumlah 3,94. Dengan hasil diatas menyatakan wajib pajak restoran sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang diatur peraturan daerah. Hasil rata-rata X3.2 berjumlah 3,93. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib PBJT restoran sadar bahwa pembayaran PBJT restoran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hasil rata-rata X3.3 berjumlah 3,53. Dengan hasil diatas menyatakan bahwa wajib PBJT menyadari menunda atau mengurangi membayar pajak dapat mengaibatkan pemerinta daerah menjadi rugi.
4.3	Analisis Data
4.3.1	Model Pengukuran atau Outer Model
1) Uji Validitas
Uji validitas adalah convergent validity dan discriminant validity.
a.   Uji validitas  konvergen (convergent validity) 
Berguna untuk mengevaluasi sejauh mana hubungan antara indikator dan variabel laten yang ingin diukur. Jika indikator  menunjukan nilai outer loading (>0,7), maka dianggap dapat diandalkan (Ghozali,2021).
Tabel 4.9 Outer Loading
	
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.910
	
	
	

	X1.2
	0.957
	
	
	

	X1.3
	0.902
	
	
	

	X2.1
	
	0.850
	
	

	X2.2
	
	0.892
	
	

	X2.3
	
	0.932
	
	

	X2.4
	
	0.881
	
	

	X3.1
	
	
	0.858
	

	X3.2
	
	
	0.850
	

	X3.3
	
	
	0.820
	

	Y.1
	
	
	
	0.881

	Y.2
	
	
	
	0.893

	Y.3
	
	
	
	0.902

	Y.4
	
	
	
	0.878


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Dari hasil tabel 4.9 di atas, outer loading digunakan untuk menilai kontribusi setiap indikator dengan nilai >0,7 menunjukan validitas yang kuat dan konstruk dapat diterima. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian ini baik digunakan dan memenuhi syarat validitas.

Tabel 4.10 Nilai AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel
	Nilai Ave
	Keterangan

	Pengetahuan Pajak
	0,852
	Valid

	Sanksi Pajak
	0,791
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak
	0,710
	Valid

	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran
	0,789
	Valid


		Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan hasil  tabel 4.10 diatas, menunjukan bahwa  nilai AVE memiliki nilai >0,50 yang menunjukan nilai valid dan memenuhi syarat.
b.   Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Uji Validitas Diskriminan dapat membandingkan nilai korelasi masing-masing variabel dengan indikatornya harus lebih besar dibandig korelasi variabel dengan indikator variabel lainnya (GhozalI & Lata, 2015). Nilai cross loading dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.11 Cross Loading
	Variabel
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.910
	0.331
	0.418
	0.643

	X1.2
	0.957
	0.292
	0.426
	0.551

	X1.3
	0.902
	0.453
	0.559
	0.598

	X2.2
	0.370
	0.850
	0.609
	0.360

	X2.2
	0.336
	0.892
	0.668
	0.366

	X2.3
	0.363
	0.932
	0.629
	0.516

	X2.4
	0.326
	0.881
	0.650
	0.535

	X3.1
	0.506
	0.637
	0.858
	0.488

	X3.2
	0.471
	0.565
	0.850
	0.454

	X3.3
	0.333
	0.602
	0.820
	0.634

	Y.1
	0.608
	0.381
	0.566
	0.881

	Y.2
	0.422
	0.456
	0.539
	0.893

	Y.3
	0.538
	0.494
	0.603
	0.902

	Y.4
	0.704
	0.494
	0.559
	0.878


		Sumber: Hasil Olahan Data (2025)	
	Berdasarkan hasil tabel 4.11 diatas, menunjukan bahwa nilai variabel laten dengan indikator sudah lebih besar dari ukuran variabel latennya. Nilai cross loading variabel >0,50. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa analisis data penelitiaan baik digunakan dan tidak ada masalah pada validitas diskriminan.
2) Uji Realibilitas
Uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui bahwa konsep instrumen dengan indikator mampu mengukur secara konsisten dalam membentuk konstruk. Dalam penelitian ini untuk mengukur uji reliabilitas suatu konstruk yang baik dengan hasil nilai composite reliability dan cronbach,s alpha harus memiliki nilai >.,70. Nilai  composite reliability dan cronbach’s alpha dapat diliat pada tabel berikut:
Tabel 4.12 Hasil composite reliability dan cronbach’s alpha
	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Composite Reliability (rho_a)
	Composite Reliability (rho_c)
	Keterangan

	Pengetahuan Perpajakan (X1)
	0.913
	0.916
	0.945
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X2)
	0.913
	0.940
	0.938
	Reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	0.800
	0.814
	0.880
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran (Y)
	0.911
	0.917
	0.937
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
	Berdasarkan hasil tabel 4.12 diatas, menunjukan bahwa composite reliability dan cronbach’s alpha dari seluruh variabel memiliki nilai >0,7. Nilai tersebut menunjukan bahwa setiap konstruk memiliki kekonsitensian yang stabil. Hal tersebut membuktian setiap pernyataan dalam penelitian ini terbukti realibel dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut.
4.3.2	Model Struktural atau Inner Model
	Model yang digunakan dalam mengevaluasi model struktural (inner model) yaitu R-Square, F-Square dan Estimasi koefisiensi jalur.
1) R-Square
R-square bertujuan untuk memngukur seberapa kuat kemampuan antara variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kriteria penilaian R-Square adalah jika >0,75 maka dapat menunjukan model kuat, >0,50 menunjukan model moderate/sedang, dan >0,25 menunjukan model lemah. Hasil olah data penelitian  R-square dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.13 Hasil R-square
	Keterangan
	R-Square
	R-Square Adjusted

	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran
	0,556
	0,537


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
	Dari tabel 4.13 diatas menyatakan nilai R-Square sebesar 0,556 . nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel-variabel independen (X) dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 55,6% variasi yang terjadi pada variabel dependen (Y), sedangkan sisanya 0,537 dengan nilai sebesar 53,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.


4.3.3	Uji Hipotesis
	Uji Hipotesis bertujuan untuk menjelaskan hubungan suatu variabel yang mempengaruhi (independen) dengan variabel yang dipengaruhi (dependen). Pegujian hipotesis diukur dengan perhitungan path coefficient bootstrapping. Nilai signifikansi p-valeu yang digunakan adalah <0,05. Hasil olah data penelitian p-valeu dapat diliat pada tabel berikut:
Tabel 4.14 Hasil Path Coefficient
	Keterangan
	Original Sample
	P-Values

	X1->Y
	0,436
	0,005

	X2->Y
	0,094
	0,552

	X3->Y
	0,350
	0,040


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
	Berdasarkan tabel 4.14 data diatas adapun hasil olah data dari hasil uji hipotesis sebagai berikut:
1. Hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai p-valeu sebesar 0,005 yang berada pada batas signifikan.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran, sehingga H1 diterima.
2. Hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan p-values sebesar 0,552 yang diartikan >0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran, sehingga H2 ditolak.
3. Hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PBJT restoran. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nila p-valeu sebesar 0,040. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran, sehingga H3 diterima.
4.4 Hasil Pembahasan
	Adapun ringkasan dari pengujian hipotesis penelitian dilakukan, tersaji dalam tabel 4.16 berikut:
Tabel 4.15	 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis
	Hipotesis
	Arah
	Keterangan

	H1
	Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran di Kota Bontang
	Positif
	Diterima

	H2
	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT di Kota Bontang
	Positif
	Ditolak

	H3
	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pbjt di Kota Bontang
	Positif
	Diterima


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
4.4.1 	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBJT Restoran
	Berdasarkan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran di Kota Bontang. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan manfaat pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Pengetahuan pajak membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif, mengurangi potensi pelanggaran, serta meningkatkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan daerah (Febtrina et al,. 2022).
	Berdasarkan teori atribusi kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa perilaku individu dalam hal kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman dan kesadaran pribadi. Wajib pajak memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan pajak akan mengatribusikan perilaku patuhnya kepada pemahaman tersebut, bukan karena paksaan eksternal.
	Menurut data analisis deskriptif yang tersaji pada tabel 4.6 menyatakan bawha nilai rata-rata 4,1 termasuk dalam kategori setuju, artinya bahwa wajib PBJT restoran Kota Bontang rata-rata sudah memahami peraturan perpajakan seperti mengetahui tata cara dan ketentuan umum perpajakan restoran, dan memahami fungsi perpajakan daerah. Dengan adalnya informasi tersebut wajib PBJT restoran Kota Bontang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib PBJT restoran tinggi.
	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febtrina et al,. (2022) dan Hilaliyah (2022) yang meneliti pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran. Penelitian tersebut menemukan bahwa wajib PBJT yang memiliki pengetahuan tentang PBJT restoran akan cenderung memiliki sikap patuh dalam memenuhi kewajiban pajak restorannya.
4.4.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PBJT Restoran
	Berdasarkan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran di Kota Bontang.  Hal ini menjadi tolak ukur bahwa kepatuhan wajib PBJT restoran tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak yang ada sehingga tidak dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib PBJT restoran kota Bontang. Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak menyatakan bahwa perilaku kepatuhan lebih kuat dipengaruhi oleh faktor internal dari pada faktor eksternal seperti sanksi pajak,apabila pengaruh eksternal tersebut tidak dijalakan dengan ekfektif. Sanksi pajak yang tidak memberikan efek jera akan kehilangan fungsi sebagai alat mendorong kepatuhan.
	Menurut data analisis deskriptif yang tersaji pada tabel 4.7 menyatakan bahwa nilai variabel sanksi pajak yang diukur melalui empat indikator menunjukan rata-rata berada pada kategori cukup tinggi dengan nilai rata-rata keseluruhan berkisaran 3,17 hingga 3,54. Nilai ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden bersikap netralterhadap pernyataan mengenai penerapan sanksi pajak di Kota Bontang, namun tingkat persepsinya masih belum optimal. Hasil analisis dekskriptif ini menunjukan bahwa penerapan sanksi pajak di Kota Bontang cukup dipahami oleh wajib pajak, namun belum dianggap cukup tegas atau efektif untuk menimbulkan efek jera. Sehingga belum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib PBJT restoran di Kota Bontang.
	Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manalu (2016) dan Dayanti et al,. (2023) yang meneliti sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilaliyah (2022) dan Gunawan et al,.(2022) yang meneliti sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
4.4.3	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PBJT Restoran
	Berdasarkan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran di Kota Bontang. Kesadaran wajib pajak restoran yaitu suatu bentuk sikap dan pemahaman pengetahuan dari wajib pajak untuk sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki wajib PBJT restoran. Oleh karena itu wajib pajak perlu memiliki pengetahuan dan mampu memahaminya.
	Berdasarkan teori atribusi kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang muncul dari dalam diri sesorang berupa rasa tanggungg jawab dan keyakinan terhadap pentingnya membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memandang pembayaran pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah.
	Menurut data analisis deskriptif yang tersaji pada tabel 4.8 menyatakan bawha nilai rata-rata termasuk dalam kategori setuju, artinya bahwa waib pajak memiliki kesadaran wajib pajak yang baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui pemahaman,sosialisasi, dan pembinaan berkelajutan agar seluruh wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiaan yang dilakukan oleh Gunawan et al,. (2022) dan Sumrin et al,. (2023) yang menunjukan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
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BAB V
PENUTUP
5.1	Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran di Kota Bontang. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pemahanan wajib pajak menegenai peraturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT restoran di Kota Bontang. Artinya, keberadaan sanksi pajak belum mampu menjadi faktor pendorong yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib PBJT restoran.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib PBJT di Kota Bontang. Hal ini menegaskan bahwa sikap sukarela dan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya.
5.2	Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, penulis memberikan saran bagi Bapenda Kota Bontang, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan program sosialisasi serta edukasi tentang perpajakan yang lebih intensif dan berkelanjutan  mengenai pengetahuan pajak dan manfaat pajak daerah bagi pembangunan dan pelayanan publik, sehingga wajib pajak memahami pengetahuan pajak dan melakukan dengan sukarela membayar pajak yang terutang untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
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L A M P I R A N


Lampiran 1. Kuesioner
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebagai Wajib PBJT Restoran Kota Bontang
	Perkenalkan Saya Gita Auliya Mulyadi Mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi dengan Konsentrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya mengenai tingkat kepatuhan wajib PBJT dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saya membutuhkan partisipasi dan kesediaan Anda selaku pemilik usaha restoran untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur seperti yang anda rasakan sebenarnya.
	Saya menjami bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu/Saudara(i) adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Demikian saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membantu kuesioner ini.
Hormat saya

Gita Auliya Mulyadi


INDENTITAS RESPONDEN
Nama Restoran	: ________________________ (Wajib Diisi)
Nama Pemilik	: ________________________ (Wajib Diisi)
Jenis Kelamin	: ☐Laki-laki ☐Perempuan	   (Wajib Diisi)
Usia			: ________________________ (Wajib Diisi)
Pendidikin Terakhir	: ☐SMA/Sederajatnya ☐Diploma   (Wajib Diisi)
			  ☐D4/S1/S2
Kepemilikan NPWPD : ☐Ya ☐Tidak
 (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)

Petunjuk Pengisian:
1. Bapak/Ibu/Saudara(i) cukup memberikan tanda centang (✔) pada kolom jawaban yang sesuai jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i).
2. Mohon mengisi pernyataan dibawah ini dengan sebenar-benarnya.
Keterangan:
· Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
· Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
· Angka 3 = Netral (N)
· Angka 4 = Setuju (S)
· Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

1. Kepatuhan Wajib PBJT Restoran (Y)
	No
	Pernyataan
	1
(STS)
	2
(TS)
	3
(N)
	4
(S)
	5
(SS)

	1
	Wajib PBJT harus mendaftarkan diri dengan cara memiliki NPWPD atau indetitas perpajakan.

	
	
	
	
	

	2
	Wajib PBJT harus menyetorkan kembali SPTPD tepat waktu.

	
	
	
	
	

	3
	Wajib PBJT harus membayar PBJT restoran sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.

	
	
	
	
	

	4
	Wajib PBJT harusnya tidak memiliki tunggakan dan keterlambatan dalam membayar PBJT restoran.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Pengetahuan Perpajakan (X1)
	No
	Pernyataan
	1
(STS)
	2
(TS)
	3
(N)
	4
(S)
	5
(SS)

	1
	Wajib PBJT harus mengetahui bahwa PBJT digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

	
	
	
	
	

	2
	Wajib PBJT harus memahami prosedur pembayaran PBJT restoran.

	
	
	
	
	

	3
	Wajib PBJT harus mengetahui sanksi yang dikenakan jika saya tidak membayar PBJT restoran.

	
	
	
	
	





3. Sanksi Pajak (X2)
	No
	Pernyataan
	1
(STS)
	2
(TS)
	3
(N)
	4
(S)
	5
(SS)

	1
	Wajib PBJT menyadari bahwa keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak akan dikenai sanksi.

	
	
	
	
	

	2
	Wajib PBJT merasa sanksi yang digunakan akan meningjat kan kepatuhan wajib PBJT restoran.

	
	
	
	
	

	3
	Penerapan sanksi pajak terhadap pelanggaran wajib PBJT seharusnya dilakukan tegas tanpa adanya toleransi.

	
	
	
	
	

	4
	Sanksi yang cukup berat akan menjadi salah satu cara mendidik saya untuk tidak melanggar PBJT restoran.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	No
	Pernyataan
	1
(STS)
	2
(TS)
	3
(N)
	4
(S)
	5
(SS)

	1
	Wajib PBJT harusnya sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang diatur peraturan daerah.
	
	
	
	
	

	2
	Wajib PBJT harusnya sadar bahwa PBJT restoran penting dalam mendukung pembangunan daerah.
	
	
	
	
	

	3
	Wajib PBJT harusnya sadar bahwa menunda atau mengurangi kewajiban PBJT restoran merugikan daerah.
	
	
	
	
	




Lampiran 2. Tabulasi Data Variabel Penelitian
Tabulasi Data Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas
	Resp
	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran (Y)
	Total (Y)
	Pengetahuan Perpajakan (X1)
	Total (X1)

	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	

	1
	4
	3
	2
	4
	12
	4
	4
	3
	11

	2
	3
	4
	3
	3
	13
	4
	4
	4
	12

	3
	4
	2
	3
	4
	13
	4
	4
	4
	12

	4
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	5
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	6
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	7
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	3
	11

	8
	5
	5
	5
	5
	20
	4
	4
	4
	12

	9
	4
	5
	4
	4
	17
	4
	4
	4
	12

	10
	4
	4
	2
	3
	13
	4
	4
	3
	11

	11
	4
	4
	3
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	12
	4
	4
	4
	3
	15
	4
	4
	3
	11

	13
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	14
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	15
	2
	2
	3
	3
	10
	3
	3
	2
	8

	16
	3
	2
	2
	2
	9
	5
	4
	3
	12

	17
	2
	2
	2
	2
	8
	2
	2
	2
	6

	18
	5
	4
	3
	3
	15
	5
	4
	3
	12

	19
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	20
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	4
	14

	21
	3
	2
	2
	3
	10
	4
	5
	5
	14

	22
	4
	2
	1
	3
	10
	5
	5
	5
	15

	23
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	24
	2
	2
	1
	1
	6
	1
	1
	1
	3

	25
	4
	4
	5
	5
	18
	5
	5
	4
	14

	26
	3
	3
	3
	4
	13
	4
	4
	4
	12

	27
	4
	4
	4
	1
	13
	3
	3
	4
	10

	28
	4
	3
	4
	3
	14
	4
	4
	4
	12

	29
	4
	4
	2
	2
	12
	4
	4
	2
	10

	30
	3
	2
	2
	1
	8
	3
	3
	3
	9

	31
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	32
	3
	3
	3
	2
	11
	3
	3
	3
	9

	33
	5
	4
	4
	4
	17
	4
	4
	4
	12

	34
	4
	3
	4
	5
	16
	5
	5
	5
	15

	35
	4
	4
	3
	4
	15
	4
	4
	4
	12

	36
	4
	4
	4
	4
	16
	5
	4
	4
	13

	37
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	9

	38
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	Resp
	Kepatuhan Wajib PBJT Restoran
	Total (Y)
	Pengetahuan Pepajakan
	Total (X1)

	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	

	39
	5
	4
	4
	3
	16
	4
	5
	4
	13

	40
	5
	5
	4
	4
	18
	4
	4
	4
	12

	41
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	42
	3
	1
	3
	3
	10
	4
	5
	4
	13

	43
	5
	5
	3
	4
	17
	4
	3
	3
	10

	44
	4
	4
	5
	4
	17
	4
	4
	4
	12

	45
	5
	4
	4
	5
	18
	5
	5
	5
	15

	46
	4
	3
	2
	3
	12
	4
	4
	2
	10

	47
	3
	4
	4
	5
	16
	4
	5
	5
	14

	48
	4
	4
	2
	2
	12
	2
	4
	4
	10

	49
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	5
	5
	14

	50
	3
	3
	2
	3
	11
	4
	4
	4
	12

	51
	4
	4
	3
	4
	15
	4
	4
	4
	12

	52
	4
	3
	3
	5
	15
	5
	5
	5
	15

	53
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	54
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	55
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	56
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	4
	4
	13

	57
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	58
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	59
	4
	4
	4
	4
	16
	5
	5
	5
	15

	60
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	61
	5
	5
	5
	5
	20
	4
	4
	4
	12

	62
	5
	5
	5
	5
	20
	4
	4
	4
	12

	63
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	64
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	65
	5
	5
	5
	5
	20
	4
	4
	4
	12

	66
	4
	3
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	67
	5
	5
	5
	4
	20
	5
	5
	5
	15

	68
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	69
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	70
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	71
	4
	4
	4
	4
	16
	3
	3
	2
	7

	72
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	3
	11

	73
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	74
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	75
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12







	Resp
	Sanksi Pajak (X2)
	Total (X2)
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	Total (X3)

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	

	1
	2
	2
	2
	2
	8
	4
	4
	2
	10

	2
	4
	2
	1
	1
	8
	4
	4
	3
	11

	3
	2
	1
	1
	1
	5
	3
	4
	2
	9

	4
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	5
	4
	4
	3
	3
	14
	4
	4
	4
	12

	6
	4
	4
	4
	4
	16
	3
	4
	4
	12

	7
	2
	2
	2
	2
	8
	4
	4
	3
	10

	8
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	9
	4
	4
	3
	3
	14
	4
	4
	4
	12

	10
	2
	3
	3
	2
	10
	4
	3
	2
	9

	11
	4
	4
	3
	4
	15
	4
	4
	4
	12

	12
	3
	3
	3
	3
	12
	4
	4
	4
	12

	13
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	14
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	15
	4
	4
	3
	3
	14
	3
	3
	2
	7

	16
	2
	2
	2
	2
	8
	2
	2
	1
	5

	17
	2
	3
	2
	2
	9
	2
	2
	2
	6

	18
	3
	3
	3
	3
	12
	4
	4
	4
	12

	19
	4
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	20
	3
	4
	4
	3
	14
	5
	5
	3
	13

	21
	5
	5
	5
	2
	17
	5
	5
	1
	11

	22
	4
	3
	2
	3
	12
	5
	5
	2
	12

	23
	5
	3
	5
	3
	16
	4
	4
	3
	11

	24
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	25
	4
	4
	3
	4
	15
	5
	5
	3
	13

	26
	3
	3
	4
	4
	14
	3
	3
	3
	9

	27
	4
	4
	3
	3
	14
	4
	4
	4
	12

	28
	4
	4
	3
	4
	15
	4
	4
	4
	12

	29
	2
	2
	1
	1
	6
	4
	2
	2
	8

	30
	3
	1
	1
	1
	6
	3
	3
	3
	9

	31
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	32
	2
	2
	2
	2
	8
	3
	3
	3
	9

	33
	4
	4
	2
	2
	12
	4
	4
	4
	12

	34
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	35
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	36
	4
	4
	4
	4
	16
	5
	4
	4
	13

	37
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	9

	38
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	39
	4
	4
	4
	3
	15
	4
	4
	3
	11

	40
	4
	4
	4
	1
	13
	4
	4
	3
	11



	Resp
	Sanksi Pajak (X2)
	Total (X2)
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	Total (X3)

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	

	41
	2
	2
	3
	2
	9
	4
	4
	4
	12

	42
	2
	4
	1
	1
	8
	4
	5
	4
	13

	43
	4
	4
	4
	4
	16
	3
	5
	3
	11

	44
	3
	3
	3
	4
	13
	4
	4
	4
	12

	45
	4
	4
	3
	3
	14
	4
	3
	4
	11

	46
	3
	2
	2
	2
	9
	3
	3
	2
	8

	47
	4
	4
	3
	3
	14
	4
	3
	4
	11

	48
	3
	2
	2
	3
	10
	4
	4
	2
	10

	49
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	5
	4
	13

	50
	4
	4
	2
	2
	12
	4
	4
	2
	10

	51
	3
	3
	3
	3
	12
	4
	4
	3
	12

	52
	4
	4
	5
	3
	16
	4
	5
	3
	13

	53
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	54
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	55
	4
	4
	3
	3
	14
	4
	4
	4
	12

	56
	5
	4
	5
	4
	19
	5
	4
	4
	13

	57
	4
	3
	3
	3
	13
	4
	4
	4
	12

	58
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	4
	10

	59
	3
	3
	3
	3
	12
	4
	4
	4
	12

	60
	2
	2
	2
	4
	10
	4
	4
	4
	12

	61
	4
	5
	5
	5
	19
	5
	5
	4
	14

	62
	3
	3
	3
	3
	12
	4
	4
	4
	12

	63
	5
	5
	5
	5
	20
	5
	5
	5
	15

	64
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	65
	3
	2
	2
	2
	8
	4
	4
	4
	12

	66
	4
	2
	2
	2
	10
	3
	3
	4
	9

	67
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	68
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	69
	2
	2
	2
	3
	9
	3
	3
	3
	9

	70
	4
	3
	3
	3
	13
	4
	4
	4
	12

	71
	3
	3
	3
	3
	12
	4
	4
	4
	12

	72
	3
	3
	4
	3
	13
	4
	4
	4
	12

	73
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12

	74
	2
	2
	2
	3
	9
	3
	3
	3
	9

	75
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	12









Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data SmartPLS 4
Analisis Statistik Deskriptif
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PLS-SEM Algorithm
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Model Pengukuran (Outer Model)
Outer Loading
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Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) – HTMT
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Construct Reliability and Validity
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Model Struktural (Inner Model)
R-Square
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Path Coefficient – T Statistics, P Valeues
[image: ]
Booststrapping
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Lampiran 4. Surat Penelitian 
Kantor BAPENDA Kota Bontang
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